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PERATURAN BUPAT! KATINGAN
NOMOR Z‘ TAHUN 20068

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

w

KABUPATEN KATINGAN

NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! KATINGAN,

bahwa sebagai p anaan ketentuan dalam Pasal 47
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan lLembaga Teknis
Daerah Kabupaten Katingan, periu ditetapkan tugas pokok dan
fungsi Inspektorat Kabupaten Katingan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspekiorat Kabupaten

Uﬁd&ﬁgwuﬂdeﬂ{“’ Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian bagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-
ndang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republi
ndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
mor 3890);
Ursa‘ang undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentuk
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisay, %{abugaifaﬂ Murung Raya dan Kabupaten Barito
Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
i esia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Al
:3

Repubilik indon
Negara Nomor 4180),

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
N Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2004

& (

lomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4388);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambshan Lembaran Negara Nomor 443?},
sehagaimaﬁd telah diubah dengan undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Per ubahan Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548y,

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negai’a Nomor 4438),

8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1547);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ﬁaﬂtang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural

a Tahun 2002 Nomor 33,

©
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10. Psraturan Pemerintah Nomor 79 Tal

ah
Lembaraﬁ Negara Republik indonesia Tahun 2@@5

i embaran Negara Nomor 4593);
11.Peraturan Pemermtah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lem
.Peraiuran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
rangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
ag7 E\Eﬁmﬁ?‘ 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
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tentang —""eﬁ‘}%ggign Urusan Pemerintahan  Yang Menjadi
Pemerintan Kabupaten Katingan (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Nomeor 3 Tahun 2008);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspekiorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan Nomor 6 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

: PERAT%JRAN BUPATI TENTAMG TUGAS POKCK DAN FUNGSI

NSPEKTORAT KABUPATEN KATINGAN.

BAB. |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dan prinsi a
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5> Pemerintah Daerah adalan Bupati Katingan dan Perangkat Daerah sebagai
@s?ﬂ yelenggara Pemerintah s;)m,raﬁ

3. Perangkat Daerah adalah Orga sé / Lembsga pada Pemerintah Daerah, terdiri
atas Sekretariat Daerah, Se‘m"é%ar% PRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah;

4. Bupati adalah Bg,zp ti Katingan;

5. Sekretaris rah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;

7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Katingan dan merupakan

aparat peﬁgawasac

kepada

8. EF’?S{}%‘%’(;UE‘ ad

©

fungsional yang berada dibawah dan berlanggung jawab
ati Katingan;

dalah Kepala Inspektorat Kabupaten Katingan;
inspektur Pembantu Wilayah dan Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang

melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan dalam lingkup satuan

kerja Per

EEY
(]

Kelompaok i

angkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan / Desa dan Kelurahan;

gsional / auditor adaiah se

.............. sjumiah tenage dalam jenjan

(!3

fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya /

pelaksana

pemeriksaan atau audit keuangan;

11. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Katingan.



Pasal 2

Kabupaten Katingan.

Daerah/Wakil Kepaia Daerah bersama gengan DPR
PNS daerah dan Kepala Desa serta BPD.

Pasal 3
Susunan Organisasi Inspekiorat Kabupaten, terdiri dari

1. Sub Bagian Administrasi dan Umum
2. Sub Bagian Perencanaan ;
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
c. Inspekiur Pembantu, terdini dari

1. Inspektur Pembantu Wila jfa"a L membawahkan :
ang Pembangunan;
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Seksi Pengawas Pemerintan Bidang Pembangunan;
eks

eksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

inspekiur Pembantu Wilayah [ii, membawahkan :
1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan,
4. Inspektur Pembantu Wilayah i, membawahkan :

1). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunar

1ait,
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2). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerinta
3). Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

i

Pasal 4
Bagian Susunan Organisasi Inspeklorat Kabupaten Katingan adalah



inspektorat Kabupaten

EﬁSQQF\%GTa% E"‘GUUEJBKUE; it n,fffrfur iy ai

T " et
pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan desa.

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Inspekiorat
Kabupaten, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan

1

2 Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasary,

3 Melakukan pengawasan dan pembinaan ternadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di da erah Kabupaten;

4 Melaksanakan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaiuasi kinerja,

5. Melaksanakan pemer iksaan, QEQ{;}QSU‘IEE pengujian dan penilaian pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten;

6. Melaksanakan monitoning ffé‘iﬁ evaluasi percepatan pemberantasan Korupsi,

7 Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional; dan

Bagian Kedua
inspektur

Pasal 7

Inspektur Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan

terhadap pelaksanaai urusan pemerintahan di daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Inspektur
Kabupaten, menyelenggarakar fungsi :

1. Menyusun program pengawasan,

2 Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan,

3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peiaksanaan urusan
pemerintahan di daerah Kabupaten;

4 Melakukan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten,
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n fungsional di lingkungan

8. Melaksanakan moniloring dan evaluasi percepalan pemberantasan Korupsi.
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pengawasa

&
unsur dilingkungan Inspektorat Ksb{,@ erta melaksanakan urusan rumah tangga.
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program pengawasan,

2. Menghimpun, mengoiah, menilai dan menyimpan Eap@san hasil
pemeriksaan/pengawasan aparat pengawasan fungsional di daerah upaten;

3. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungs ;aﬂai;

4. Penyusunan, menginventarisir dan mengkoordinasikan bahan dan data dalam
rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan
Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, sural menyurat dan rumah tangga,

o

dan
8. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten, membawahkan
1. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum;
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan,

3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, penatausahaan sural menyurat, Keuangan dan Kearsipan, penataan
organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta urusan rumah tangga.



Pasal 13
yalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Kepala Sub
Bagian Administrasi dan Umum, menyelenggarakan fungsi :
Pengolahan urusan tata usaha dan kearsipan,

1
2. Pengolahan administrasi, %&'weﬂ%arésassi, pengkajian dan analisis laporan;,
3

P ahan urusan kepegawaia
4 Pe—nataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
5. Pengolahan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
6. Pengolahan urusan keuangan

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan
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Pasal 15
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Kepala Sub
Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyiapan rencanal/program kerja pengawasan dan fasilitas;
2. Penyusunan anggaran inspekiorat Kabupalen,
3. Penyiapan laporan dan statistik inspektorat Kabupaten;
4. Penyiapan peraturan perundang-undangan ; dan
5. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan

Paragraf 3

Sub Bagian Evaiuasi dan Pelaporan

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan

penyusunan, menghimpun, mengolan, menilai dan menyimpan laporan hasil
pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta

menyusun laporan Kegiatan pengawasan.

Pasal 17
Dalam melaksanakan nugg; sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Kepala Sub
Bagian Evaluasi dan poran, menyelenggarakan fungsi :

ela
1. Peﬁg%ﬁventafésasa hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan,

2. Pengadministrasian laporan hasil pengawasa;
3. Pelaksanaan evaiuasi laporan hasil pengawasan,;
4. Penyusunan statistik hasil pengawasan ; dan

5. Penyelenggaraan Kerjasama pengawasaii



inspekiur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah I, I, lli dan IV mempunyai tugas melak sanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan Kkasus

Pasal 19
Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Inspekiur
Pembantu Wilayah, menyelenggarakan fungsi :
1. Menyusun program pengawasan,

2. Merumuskan kebijaksanaan dan fasilitas pengawasan di wilayahnya;

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
menurut pendekatan pembagian wilayah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

4. Meiakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daeran
kabupaten diwilayahnya,

5. Melaksanakan review laporan keuangan satuan kerja perangkat daeran dan

evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah diwilayahnya,
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan diwilayahnya;

7. Membantu pelaksanaan penilaian atas tugas penga'—vvassn déwiiayahﬂya' dan
8. Pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi.
Pasal 20

Untuk pembagian wilayah pengawasan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
dan Desa / Kelurahan bagi masing-masing inspekitur Pembantu Wilayahi i, 1i, lil dan IV
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati Katingan.

AB. V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Inspektorat Kabupaten sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Kelompok Jabatan
Fungsional menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan, penggerakan dan pelaksanaan pengawasan,
Vielaksanakan kegiatan pengembangan profesi pengawasan,

3. Melaksanakan kegiatan pemﬁjaﬁgaﬁ tugas pengawasan,

N
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Melaksanakan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
terhadap pelaksanaan alas penyelenggaraan wurusan pemerintahan daerah
Kabupaten Katingan

elompok Jabatan Fungsional sebagaim—aﬂa dimaksud dalam pasal ’%, terdiri dari

A

3

sejumian tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
] g ety

Py

el

ompok sesuat dengan bidang keahliannya;
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin cleh
pEjai'}di fungsional senior yang us'ﬁiﬁzgiﬂ{ dan bertanggung jawab Kepada inspekiur
Kabupaten Katingan;
Jumlah Jabatan Fuﬂgséorsaé seba
berdasarkan keoutuhan dan beban kerjag;
Jdenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksu
U

gaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan

]
hﬁ)

Q.

pada ayat (3), ditetapkan sesuai

koordinasi integritas, simplikasi dan sinkonisasi secara
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dalam lingkungan Inspekioral Kabupalen maupun insk
pokok dan fungsi masmgnmasmq

Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional wa
mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya
masing-masing serta menyampaikan {aporan tepat pada waktunya.

Pasal 25

Uraian tugas masing-masing pejabatl dan pelaksana pada Inspekioral Kabupaten
ditetapkan oleh Inspekiur dan atau Peraturan Bupati Katingan.



BAB. Vi
KETENTUAN PENUTUP

Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidan
g P g g
pada Badan Pengawasan Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Pasal 27

—~k

aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang meﬁgetahuéﬁya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di osﬂgaﬁ

pada Tanggal, Pebruari 2008

BUPAT!I KATINGAN
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